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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOGR 6 TAHUN 2000

_ "PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I PEMALANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menter:
Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkat il, maka Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olah Raga merupakan jenis retribusi Daeran
Tingkat 1I ;

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tabun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 196 tentang Panitia
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Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 1960 Nomor 256, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3209) ;
»

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan L.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685)

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839) :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan L.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan [.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3692)

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993

tentang ............... 3)



http://jdih.pemalangkab.go.id/

tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi

Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
L tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi

Daerah |

1. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat I :

- Perawran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Pemalang
Nomor 7 Tehun 1987 teniang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
il Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
11 Pemalang Tahun 1987 Nomor {4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupater Daecrah

Tingkat I Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan © PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT |1
PEMALANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAH RAGA. ’
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pemalang ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah «
Tingkat Il Pemalang ;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daersgh
Tingkat II Pemalang |

Theat datal T 14 S U IS S SOTE PR
Pejabat adaiah pegawn! vany &ibert iugas witents ¢ bidlay

o~

L JOIES TR o W cveyia chmin e - P
Retribusi Daerah sesuei deagan peraiian porcadeny

undangan vane berlaky

Sadan adalah snatv venteh bedas oesh cuny b
nerseroan werbatas, petserocan xowmandilior, perseroos
lainnya, badan usaha milik negare stan daerah Gengan
nama dan bentuk apapun, persckutuan. perkumpulan.
firma, kongsi, koperasi, yayasan. atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnya : <

f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta .

g. Retribusi .............. (5
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g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, yang
selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas
pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah
raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah ;

h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
P menurut peraturan perundang-undangan Retribusi di-
wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk

pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;

i. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi Daerah ;

j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang meneniukan
besarnya jumlah retribusi yang terutang .

K. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi
yang telah ditetapkan ;

I. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentu-
kan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang

terutang ............... (6)
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m.

terutang atau tidak seharusnya terutang

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajuké_
oleh Wajib Retribusi ;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah :

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 11

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi

sebagai .............. @)
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scbagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata
dan olah raga.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas.
a. tempat rekreasi ;
b. tempat pariwisata |
I ¢ tempat olah raga.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat
rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh
pithak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /
menikmati pelavanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi
™ Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat

rekreasi ............... (8)
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rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAR V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi~
didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana
keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis vang beroperasi
sccara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB Vi
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
by Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tasilitas. lokast dan jangka
waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagat benkut :

Obyek Jenis Golongan e ..
Pelayanan Pelayanan Tarif Tarit Reterangan
1 2 3 4 5

Tempat Masuk
Pariwisata.
- Hari Biasa Per Orang, Rp. 500,00
- Hari Besar
/ Libur Per Orang Rp. 750,00
- Hari 1dul
Fitri Per Orang Rp. 1.000,00 { H plus 7 (delapan
hari)
Masuk pada
Hari dengan
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9

1 2 3 4 5
Hiburan :
- Artis Lokal Per Orang Rp. 2.000,00 | Tk. Kabupaten
- Artis Regio-
nal Per Orang Rp. 2.500,00 | Tk. Propinsi
- Artis Nasional| Per Orang Rp. 3.500,00 [ Tk. Nasional
- Budaya /
Kesenian Per Orang Rp. 1.500,00
A WC/KM Buang Air
- kecil Rp. 200,00
Buang Air
besar Rp. 300,00
Mandi Rp. 500,00
Jualan Rp. 200,00
Masuk Sepeda Rp. 200,00
Becak Rp. 200,00
Delman/Dokar| Rp. 500,00
Kendaraan Ber-
motor Roda 2 | Rp. 300,00
Kendaraan Ber-
motor Roda 4 | Rp. 1.000,00
Kendaraan Ber-
motor Roda
lebih dari 4 Rp. 2.000,00
Tempat Re-
kreasi. Masuk Taman Lalu
Lintas Rp. 500,00
Taman Mainan
\ Anak-anak. Rp. ~ 300,00
= Arena Joged | Rp. 300,00
Kolam Mema-
cing Rp. 500,00
Tempat Olah
Raga. Gelanggang
Renang Anak-anak Rp. 750,00 | per 2 jam/hari
Dewasa Rp. 1.000,00 | per 2 jam/hari
Gelanggang Ren
ang berlangganan{ Anak-anak Rp. 15.000,00 | per 2 jam/bin,8x
Dewasa Rp. 20.000,00| per 2 jam/bin,8x
Grup/Max 10 org
Anak-anak Rp. 40.000,00} per 2 jam/bln,8x
Dewasa Rp. 50.000,00 | per 2 jam/bin,8x
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BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan
penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasai 10

Saat retribusi terutang adalah pda saat ditetapkannya SKRI atau dokumen
lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

{2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus ditsi dengan
jelas. benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau
kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPTRD sebagaimana~
dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan

Daerah ............... (1)
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(2)

(3)

(1
(2)

(3

11

Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan
atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang di-
persamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT se-
bagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini. diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X1

TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan.

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas vang ditunjuk oleh Bupati
Kepaia Daerah.
BAB Xli

SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan

ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X1l ............... (12)
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BAB X1

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
SKRDKBT dan STRD. ~

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur

dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB X1V

TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16
Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah
7 (tujuh) han sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran /
peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang.

Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud™
ayat (1) Pasal ini dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

KEBERATAN
Pasal 17

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala



http://jdih.pemalangkab.go.id/

(5)

(6)

13

daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi.
Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan
retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan. SKRDKBT
dan SKRDI.B diterbitkan kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyvaratan sebagaimana dimaksud ayat
(2) dan (3) Pasal ini. tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga
tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi
yang, terutang,.

(3) Apabila
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(3)

(4)

(5)

(6)
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Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah
lewat dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

t
o

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati Kepala Daerah.

Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
scjak ditecrimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini. telah
dilampaui dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
pcrmohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

Apabtla Wajib Retribusi mnempunyal utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung
diperhitungkan untuk melunasi teriebih dahulu utang retribusi terseby,

~

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
avat (1) Pasal int dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dua)
bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelzh
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati Kepala Daerahi memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambtan
pembayaran kelebihan retribusi tersebut.
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Pasal 20

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara
tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan :

a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
b. besarnya kelebihan pembayaran ;
¢. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya sebagaimana Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini,
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22

Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan ............... (16)
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()

3)

(H

16

pembebasan retribusi.

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan antara lain kepada rombongan
anak sekolah.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XVIII ‘ -

KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

ini tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran, atau ;

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatut-
oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan .............. (17)
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merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi
yang terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN
Pasal 25

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerab
diber: wewenang khusus sebagai penvidik untuk melakukan penyidikan

andak pidana di bidang Heribust Daecrab. cehagaimana dimaksud dalamn

D bedarertieiae e s S sageeg s TO9T 4ot Ligkis Acsra Didans
POTQANE - Tnnn S rytna TRRU aatane SO Cara (NIannn
SR e in R P S Y o
WY DO Tl ~EDE ! By Pnd oy adad

RN $3 53 VL2 S FUTCINNE S48 SV P OIS S 38 63 S8 3 2 7 oM AN SR

3

faporan birkenasn dengan findak midona & bidanye Retribust Digerah

agar keterangan atau laporar tersebut menjadi lengkap dan iclas

b. meneliti, mencart dan mengumpulkan keterangasn mengenatl crang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribust Daerah |

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah .

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

¢. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan

penyitaan ............... (18)
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penyitaan terhadap bahan bukti tersebut :

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan pidana bidang Retribusi Daerah

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

hurut ¢ Y

memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah .

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

menghentikan penyidikan ;

melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan
itndak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum vang dapar
dipertanggungjawabkan.

(21 Peayidik sebagaimans dimaksud avat (13 Pasal ini memberiiahukan

dimulamya penvidikan dar menvampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuotut Umum sestar dengan ketentuan vang dratur dalam Undang-
undang Nomor 8§ Tshun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

«
BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang oelum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih
lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 27 ... (19)



http://jdih.pemalangkab.go.id/ 9

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1995 tentang ljin Usaha dan
Tarif Bea Masuk Obyek Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Pemalang Tahun 1995 Nomor 13 Seri B). dinyatakan tidak berlaku.

i Pasal 28
' Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I

KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 P EMAL ANG
PEMALANG
Ketua,
Cap. Cap.
tid. td.
H. TARMUDJI Drs. H. MUNIR

< Jiundangkan di Pemalang
pada tanggal 25 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.
ttd.
Drs. H. MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2000 NOMOR 6
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

1. PENJELASAN UMUM ~
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tipgkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1995 tentang
ljin Usaha dan Tarif Bea Masuk Obyek Wisata, yang didasarkan pada
Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daerah, dinyatakan tidak berlaku.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan
kembali Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dengan Peraturan
Daerah.

il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 10 . Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) . Bagi Wajib Retribusi yang mengguiy
kan SKRD.

Pasal 11 ayat (2) dan (3) . Cukup jelas.

Pasal 12 s/d 28 . Cukup jelas.

&&&



